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PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang
dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7406017011010XXX, Tempat / Tanggal Lahir; xxxxxxx, 30
November 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan xxx XXxxx XxxXxxxX, tempat kediaman di
KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat
email: nevinurgaeni953@gmail.com, yang selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7373050601970XXX, Tempat / Tanggal Lahir; Palopo, 06
Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta (petani rumput laut), tempat kediaman di
KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI
TENGGARA, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober
2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari itu juga dengan register
perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal hari, dalil-dalil sebagai berikut:
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa pada tanggal XX Desember 2021 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XII/20XX,
bertanggal 17 Desember 20XX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman
keluarga Penggugat, di Desa Tobaku, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
xxxxx selama 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat pergi ke Kota Palopo untuk
Kembali bekerja dan Penggugat tidak ikut bersama Tergugat. Pada bulan
Maret 2023 Penggugat pergi ke Kota Palopo untuk ikut tinggal bersama
Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai Penggugat dan Tergugat
berpisah;
4, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
yang bernama: ANAK, Tempat Tanggal Lahir: Kolaka Utara, 18 Mei 2022,
umur 2 (dua) tahun, pendidikan Belum Sekolah, agama Islam dan anak
tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan baik dan rukun namun sekitar bulan Oktober 2022 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat
dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat disebabkan oleh;

6.1. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;

6.2. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada

Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat akhirnya pada bulan Mei tahun 2023 Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx

XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXxX. Sejak saat itu
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antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang
tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh
pihak keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang
akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap
bersabar dan berusaha mencarikan jalan keluar secara kekeluargaan terhadap
persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi
sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung
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RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.
Namun demikian, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxx Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor XXX/XX/XII/20XX Tanggal XX Desember
20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi
tanda P.1, Paraf dan Tanggal;
B. Bukti Saksi.
Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena
saksi ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama
TERGUGAT;
. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah menikah pada tahun 2021,
. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman keluarga Penggugat, di Desa Tobaku,
XXXXXXXXX  XXxXX, KabupatenKolaka Utara kemudian Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di Palopo, sampai Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal,
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e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang

bernama: ANAK dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

e Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi;

e Bahwa seingat saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

harmonis setelah Penggugat tinggal di Palopo sekitar tahun 2022;

. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar hanya cerita dari Penggugat;

. Bahwa seperti yang diceritakan Penggugat kepada saksi bahwa

Tergugat selalu menyuruh Penggugat pulang ke xxxxxxx, tinggal kembali

dirumah kediaman saksi, orang tua Penggugat;

. Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki hubungan

dengan perempuan lain;

. Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal setelah Penggugat di jemput oleh Kakak Penggugat di Palopo

pada pertengahan tahun 2023 sampai sekarang sekitar 1(satu) tahun

setengah lamanya;

e Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, orang tua Penggugat

dan saksi melihat Tergugat juga tinggal bersama keluarganya;

. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi;

. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anakndan Tergugat

sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

eBahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sering menasehati

Penggugat dermikian juga pernah diusahakan rukun oleh Keluarga

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.
Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta (Tukang ), bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA,
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PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal
dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Paman
Penggugat;
. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah menikah pada tahun 2022, saksi hadir pada waktu itu;
. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
kediaman keluarga Penggugat, di Desa Tobaku, KecamatanKatoi,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, kemudian Penggugat berangkat ke Kota Palopo
untuk ikut tinggal bersamaTergugat sampai Penggugat dan Tergugat
berpisah;
. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah telah dikaruniai seorang
anak perempuan yang bernama: ANAK dan anak tersebut ikut dengan
Penggugat;
. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi;
. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan
Tergugattidak harmonis setelah Penggugat tinggal bersama Tergugat di
Palopo, akhir tahun 2022;
. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
. Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat

bertengkar, hanya dari cerita dari keluarga dari Palopo;

. Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan atau pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;
. Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki hubungan

dengan perempuan lain;
e Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal setelah Penggugat dijemput oleh Kakak Penggugat bersama saksi
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di Palopo antara bulan Mei atau Juni tahun 2023, sekitar 1 (satu) tahun
setengah lamanya;

. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan
Tergugat kadang tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat suka
berpindah tempat tinggal;

. Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, jadi untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Penggugat
dibantu oleh keluarga, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat
dan anaknya lagi;

. Bahwa sebelum Penggugat di jemput pulang dari Palopo, saksi
sebagai keluarga pernah bertemu dengan keluarga Tergugat bersama
Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana
gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf

(@) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah
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diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal
1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata
tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh
karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7
tahun 2022 pasal 20 ayat 6 berbunyi Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil
secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara
elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan
sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2
huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara
verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan
sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya
secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan
kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun
tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg,
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
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Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2022
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat
memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah lagi
memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya pada bulan Mei tahun 2023
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua
Penggugat di Xxxx XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX.
Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai
sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-
istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 (Fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 17 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
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pada tanggal 17 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang
pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang
berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam
Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tanggal 17 Desember 2021 dan sampai saat ini belum pernah
bercerai;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun
dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak, umur 2 tahun;

e Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak
memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 1 tahun lebih sejak bulan Mei 2023;
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e Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga keduanya sudah
tidak saling memperdulikan;

e Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan
Penggugat dengan Tergugat bahkan melalui perangkat desa/Kepala Desa,
akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara
suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami
isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas
bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17
Desember 2021 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan
bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang
harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat
yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah
tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
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tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah sejak Mei 2023, meskipun saksi kedua tidak melihat langsung
pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua
mengetahui bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat
harus mencari pekerjaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi pertama
maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat
menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak menafkahi
Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi
komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala
perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama tersebut
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula
bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang
dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya
tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat
dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan
demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak
keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara
Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat
tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal
sedikitpun, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi
indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan
Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah
satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan
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bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit
untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian
hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan
yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05
Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan
pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah
hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal
tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang
bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan
mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan
kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata
sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling
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melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak
berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum
maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan
sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’l yang
diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

aills iolall ale sl lezg i) azg il sk, pas axil 13l

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap
suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;
Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman yang berbunyi:

el ol a5l iy cuolal sod blges g 1506
o b sl plgs azo §llay Y Loo slayYl 0lSs 7o)l
il Lgallo Login )oYl o6 (riola)l sz g loglliol

ail

Artinya: “apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka
Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Kaidah Fighiyyah yang berbunyi:

tlandl cd> Lo pado dwlas]l <)
Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar
kemaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis
menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149
ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan
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perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud
ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1
(satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan
2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
xxxxxxx adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal
Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hasan Ashari,
S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dan di sampaikan / diunggah melalui sistem informasi
pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Apit Butsiyana,
S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hasan Ashari, S.H.l., M.H
Panitera Sidang,

Apit Butsiyana, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
- ATK Perkara 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 28.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai: Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
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